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ABSTRAK

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih
efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan berbagai
penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan
sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam
merespons kebijakan efisiensi anggaran serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (/ibrary research). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber
literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan
dengan efisiensi anggaran, adaptasi organisasi, dan pelayanan publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan
pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pemerintah
daerah dilakukan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan
teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Strategi tersebut berimplikasi positif
terhadap kualitas pelayanan publik, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses pelayanan, memperluas akses layanan, dan
mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan adaptasi pemerintah daerah tidak
hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mengelola perubahan dan
mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata Kunci: Adaptasi, Efisiensi, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Budget efficiency policies are one of the government's steps to achieve more effective, efficient, and accountable financial management. However, these
policies require local governments to make various adjustments to ensure optimal governance and public service delivery amidst limited resources. This
study aims to analyze the adaptation strategies implemented by local governments in response to budget efficiency policies and their implications for
the quality of public services. The study used a qualitative approach using library research. Data were obtained through a review of various relevant
literature sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and policy documents related to budget efficiency, organizational
adaptation, and public services. Data analysis was conducted descriptively through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing
conclusions. The study results indicate that local government adaptation strategies are implemented through prioritizing programs and activities,
optimizing organizational resources, utilizing information technology, digitizing services, and developing public service innovations. These strategies
have positive implications for the quality of public services, particularly in improving the efficiency of service processes, expanding service access, and
maintaining the quality of service to the public. Thus, the success of local government adaptation is determined not only by the ability to achieve budget
efficiency, but also by the ability to manage change and develop innovation in public service delivery.

Keywords: Adaptation, Efficiency, Public Service.
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PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
(Nurmandi, dkk, 2021: 50). Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah
daerah dituntut untuk senantiasa menjaga efektivitas dan kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi
berbagai keterbatasan sumber daya (Dere, 2024: 1259).
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Beberapa waktu terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari
upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja
Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara berbunyi dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal
dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara
melalui efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Efisiensi belanja dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara terditi atas: a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan efisiensi
Transfer Keuangan Daerah.

Adanya kebijakan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap
berbagai program, kegiatan, dan pola penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi anggaran pada
satu sisi diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel
(Lathifah, dkk, 2024: 587), namun di sisi lain berpotensi menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik apabila tidak diikuti dengan strategi pengelolaan organisasi yang tepat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan adaptasi dalam
menghadapi perubahan lingkungan kebijakan. Adaptasi menjadi aspek penting dalam administrasi publik
karena organisasi pemerintah harus mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai tekanan eksternal tanpa
mengurangi pencapaian tujuan organisasi (Munawaroh dan Amanda, 2025: 3). Kemampuan beradaptasi
dapat diwujudkan melalui penataan prioritas program, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan
teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antarunit kerja.
Berbagai strategi tersebut merupakan bentuk respons organisasi dalam mempertahankan kinerja dan
efektivitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.

Perspektif administrasi publik, adaptasi organisasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
bertahan menghadapi perubahan (Iqrom dan Jailani, 2026: 69), namun juga mencerminkan kapasitas
pemerintah dalam melakukan transformasi tata kelola untuk menghasilkan pelayanan yang lebih efektif,
efisien, dan responsif. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang diterapkan pemerintah daerah menjadi
penting untuk dikaji guna memahami bagaimana organisasi publik merespons kebijakan efisiensi anggaran
sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Iqgrom dan Jailani, 20206:
61).

Meskipun berbagai kajian telah membahas efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik secara
terpisah, kajian yang menempatkan strategi adaptasi pemerintah daerah sebagai variabel utama dalam
menjembatani hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik masih relatif
terbatas. Padahal, keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari penghematan belanja, tetapi juga
dari kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan secara
optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk strategi
adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran serta mengkaji
implikasi strategi adaptasi tersebut terhadap kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Zzbrary research).
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara
mendalam strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi
anggaran serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
mengkaji berbagai konsep, teori, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fenomena
yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur
ilmiah, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan
dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan
mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema
penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan
reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Bentuk Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Merespons Kebijakan Efisiensi Anggaran

Melalui administrasi publik, kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai perubahan
lingkungan eksternal yang menuntut organisasi publik untuk melakukan berbagai penyesuaian agar tetap
mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Novianto, 2020: 22). Menurut
Bennett menjelaskan bahwa asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat
evolusionari yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri  dengan
lingkungannya, baik secara biologis atau genetik maupun secara sosial dan budaya. Sehingga proses
adaptasi dalam evolusi melibatkan seleksi genetik dan varian budaya yang dianggap sebagai jalan
terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan (Bennett, 1979: 257). Oleh karena itu, kemampuan
adaptasi menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi
kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya
publik secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, keterbatasan anggaran yang muncul
sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam
melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini menuntut organisasi
pemerintah daerah untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian yang tidak hanya berorientasi pada
penghematan anggaran, tetapi juga pada upaya mempertahankan kualitas kinerja organisasi (Pramewasari,
dkk, 2023: 940).

Berdasarkan teori adaptasi organisasi Bennett, bentuk adaptasi pertama yang dilakukan pemerintah
daerah adalah penyesuaian terhadap lingkungan kebijakan. Penyesuaian ini diwujudkan melalui penetapan
skala prioritas program dan kegiatan yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan seleksi terhadap berbagai program
berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
Program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi
kependudukan, dan pelayanan sosial tetap menjadi prioritas utama, sedangkan kegiatan yang bersifat
seremonial atau kurang mendukung pelayanan publik cenderung mengalami pengurangan alokasi
anggaran. Penyesuaian tersebut menunjukkan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan
lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.

Bentuk adaptasi kedua adalah optimalisasi sumber daya organisasi. Bennett menjelaskan bahwa
kemampuan beradaptasi tidak hanya ditentukan oleh respons terhadap lingkungan eksternal, tetapi juga
oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Bennett, 1979: 257). Dalam
konteks efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber daya manusia,
sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia secara lebih efektif. Optimalisasi dilakukan melalui
peningkatan produktivitas aparatur, penyederhanaan prosedur kerja, pengurangan aktivitas yang tidak
memberikan nilai tambah, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Langkah-langkah tersebut
bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menghambat pencapaian tujuan
organisas.

Bentuk adaptasi ketiga adalah pengembangan strategi dan inovasi baru. Menurut Bennett,
organisasi yang mampu bertahan dalam lingkungan yang berubah adalah organisasi yang mampu
menciptakan strategi baru untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan
daerah, pengembangan strategi baru diwujudkan melalui transformasi digital, penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan layanan daring, serta berbagai inovasi pelayanan publik
lainnya (Arabiah, dkk, 2026: 71). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting
dalam meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan
pemerintah. Melalui inovasi tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat,
transparan, dan efektif meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran (Bennett, 1979: 257).

Bentuk adaptasi keempat adalah pemeliharaan fungsi organisasi dan pelayanan publik. Adaptasi
tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga
keberlangsungan fungsi utama organisasi (Bennett, 1979: 257). Dalam konteks pemerintahan daerah,
fungsi utama tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai strategi
efisiensi yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
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Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan
standar pelayanan, pengembangan mekanisme pelayanan yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas
aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian strategi adaptasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan efisiensi
anggaran dapat dipahami sebagai serangkaian upaya penyesuaian terhadap lingkungan kebijakan,
optimalisasi sumber daya organisasi, pengembangan strategi dan inovasi baru, serta pemeliharaan fungsi
pelayanan publik. Keempat bentuk adaptasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah
daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang
dimiliki, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif.

Implikasi Strategi Adaptasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan suatu proses adaptasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi mempertahankan
fungsi dan tujuan yang ingin dicapai meskipun menghadapi perubahan lingkungan (Arabiah, dkk, 2026:
75). Pada konteks pemerintahan daerah, tujuan utama yang harus tetap dipertahankan adalah
terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi adaptasi yang dilakukan
pemerintah daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Salah satu implikasi yang paling menonjol adalah meningkatnya efisiensi penyelenggaraan
pelayanan publik. Penyesuaian program dan optimalisasi sumber daya memungkinkan pemerintah daerah
mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung
terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif karena
sumber daya yang tersedia digunakan untuk mendukung kebutuhan pelayanan yang paling prioritas.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak selalu identik dengan penurunan kualitas pelayanan, tetapi
justru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik (Darmawan, dkk, 2025: 13).

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan juga memberikan implikasi positif
terhadap aksesibilitas dan responsivitas pelayanan publik. Transformasi digital memungkinkan
masyarakat memperoleh layanan secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus menghadapi
prosedur birokrasi yang panjang. Selain mengurangi biaya operasional pemerintah, penggunaan teknologi
juga meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan
administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi melalui inovasi teknologi mampu memperkuat
kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat (Arabiah, dkk, 2026: 71).

Selain itu, strategi adaptasi yang dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan
koordinasi organisasi turut berimplikasi pada peningkatan efektivitas pelayanan. Penyederhanaan
prosedur pelayanan memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh
masyarakat (Gunawan dan Rosalia, 2026: 55). Sementara itu, koordinasi yang lebih baik antarperangkat
daerah dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan integrasi layanan yang
diberikan kepada masyarakat. Kedua aspek tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas
pelayanan dari sisi kecepatan, kepastian, dan kemudahan pelayanan.

Namun demikian keberhasilan adaptasi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam
mengelola perubahan. Apabila strategi adaptasi tidak direncanakan secara matang, maka kebijakan
efisiensi anggaran dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik (Bennett, 1979: 257).
Pengurangan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelayanan berpotensi
mengurangi dukungan operasional organisasi, membatasi ketersediaan sarana dan prasarana, serta
menurunkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada
akhirnya dapat menurunkan efektivitas pelayanan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu, implikasi strategi adaptasi terhadap kualitas pelayanan publik sangat ditentukan
oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip efisiensi dengan prinsip pelayanan
publik. Adaptasi yang berhasil adalah adaptasi yang tidak hanya mampu menyesuaikan organisasi terhadap
keterbatasan fiskal, tetapi juga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama yang
menunjukkan keberhasilan proses adaptasi organisasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan
efisiensi anggaran (Darmawan, dkk, 2025: 13).

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan pemerintah daerah
melalui penyesuaian kebijakan, optimalisasi sumber daya, pengembangan inovasi, dan pemeliharaan
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fungsi pelayanan publik cenderung menghasilkan implikasi positif terhadap kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan adaptasi tersebut membuktikan bahwa organisasi publik yang mampu menyesuaikan diri
terthadap perubahan lingkungan akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjaga efektivitas
pelayanan kepada masyarakat meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan tekanan
fiskal.

PEMBAHASAN

Analisis Strategi Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Merespons Kebijakan Efisiensi Anggaran

Perspektif administrasi publik, adaptasi organisasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk
menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal guna mempertahankan keberlangsungan
organisasi dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan lingkungan tersebut dapat berupa
perubahan kebijakan, kondisi sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, maupun perubahan
kebutuhan masyarakat (Arabiah, dkk, 2026: 71). Pada konteks penelitian ini, kebijakan efisiensi anggaran
dapat dipandang sebagai bentuk tekanan eksternal yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan
berbagai penyesuaian dalam tata kelola organisasi agar tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan
dan pelayanan publik secara optimal (Darmawan, dkk, 2025: 12).

Organisasi pada dasarnya tidak berada dalam kondisi yang statis, melainkan selalu berinteraksi
dengan lingkungan yang terus berubah. Perubahan lingkungan tersebut menuntut organisasi untuk
melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar tetap mampu bertahan dan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan inilah yang menjadi
indikator utama keberhasilan adaptasi. Semakin baik kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri
terthadap perubahan, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mempertahankan efektivitas
kinerjanya (Azkia, dkk, 2025: 126).

Kaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa
keterbatasan sumber daya yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai strategi adaptasi yang tidak
hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga pada upaya mempertahankan kualitas
kinerja organisasi (Darmawan, dkk, 2025: 13). Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dipahami sebagai
momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola organisasi, bukan semata-mata sebagai kebijakan
penghematan anggaran.

Berdasarkan hasil kajian, bentuk adaptasi pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah
melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Penyesuaian ini terlihat
dari kecenderungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia pada program-
program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Program pelayanan dasar, seperti
pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial, tetap menjadi fokus utama
meskipun terjadi keterbatasan anggaran. Sebaliknya, program-program yang bersifat pendukung,
seremonial, atau memiliki tingkat urgensi yang relatif rendah cenderung mengalami pengurangan alokasi
anggaran. Dalam perspektif Bennett, langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan
lingkungan melalui proses penyesuaian tujuan dan strategi organisasi agar tetap relevan dengan kondisi
yang dihadapi.

Bentuk adaptasi berikutnya adalah optimalisasi sumber daya organisasi. Keterbatasan anggaran
menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber daya keuangan. Optimalisasi ini dilakukan
melalui peningkatan produktivitas aparatur, penyederhanaan proses ketja, pengurangan kegiatan yang
kurang produktif, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif (Hikmah, dkk, 2026: 916). Pada
teori adaptasi organisasi, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
merupakan salah satu indikator bahwa organisasi memiliki kapasitas adaptif yang baik. Organisasi yang
mampu beradaptasi tidak selalu ditandai dengan ketersediaan sumber daya yang besar, tetapi ditentukan
oleh kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga melakukan adaptasi melalui pengembangan strategi dan
inovasi baru. Perubahan lingkungan sering kali mendorong organisasi untuk menciptakan pola-pola baru
dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks efisiensi anggaran, pengembangan inovasi menjadi salah
satu pilihan strategis untuk mempertahankan efektivitas organisasi. Digitalisasi pelayanan publik,
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penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan, pengembangan sistem
pelayanan berbasis elektronik, serta integrasi layanan merupakan contoh inovasi yang berkembang
sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan fiskal
tidak selalu menghasilkan dampak negatif, melainkan dapat menjadi pendorong bagi organisasi untuk
melakukan transformasi yang lebih efektif dan efisien (Hikmah, dkk, 2026: 918).

Transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk adaptasi yang
paling relevan dalam era pemerintahan modern. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan
berbagai proses pelayanan dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain mampu
menekan biaya operasional, digitalisasi juga meningkatkan kualitas pengelolaan data dan mempercepat
proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif adaptasi organisasi, pemanfaatan teknologi
menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan perubahan lingkungan sebagai peluang untuk
meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi (Salman, 2024: 63).

Selain inovasi dan digitalisasi, adaptasi juga terlihat melalui upaya pemerintah daerah dalam
mempertahankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Menurut Bennett, tujuan utama adaptasi bukan hanya
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa fungsi
utama organisasi tetap berjalan secara efektif. Konteks pada pemerintahan daerah, fungsi utama tersebut
adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan efisiensi yang diterapkan
harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah
dituntut untuk menjaga keseimbangan antara upaya penghematan anggaran dengan kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas (Salman, 2024: 63).

Lebih jauh, strategi adaptasi pemerintah daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam
pengelolaan organisasi publik. Jika pada masa sebelumnya keberhasilan organisasi sering diukur
berdasarkan besarnya anggaran yang dikelola, maka dalam kondisi efisiensi anggaran keberhasilan
organisasi lebih ditentukan oleh kemampuan menghasilkan kinerja yang optimal dengan sumber daya
yang terbatas (Pribadi, dkk, 2026: 39). Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan
administrasi publik modern yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, akuntabilitas, dan
otientasi pada hasil (results-oriented governance). Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak lagi dipandang
sebagai hambatan bagi organisasi publik, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan.

Analisis ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi pemerintah daerah dalam merespons kebijakan
efisiensi anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya pengurangan belanja. Adaptasi merupakan
proses yang lebih luas yang mencakup penyesuaian kebijakan, optimalisasi sumber daya, pengembangan
inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas organisasi dalam mempertahankan fungsi
pelayanan publik. Berbagai bentuk adaptasi tersebut menggambarkan kemampuan organisasi pemerintah
daerah dalam merespons perubahan lingkungan secara dinamis dan strategis (Bennett, 1979: 257).

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sangat ditentukan
oleh kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan eksternal tanpa
kehilangan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, organisasi yang adaptif
adalah organisasi yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk melakukan perbaikan tata
kelola, meningkatkan efektivitas kinerja, dan memperkuat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu,
kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam
menghadapi dinamika kebijakan fiskal yang semakin kompleks dan menuntut pengelolaan organisasi yang
lebih inovatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Analisis Implikasi Strategi Adaptasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan tidak hanya
mencerminkan kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga
menunjukkan tingkat efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi (Umami, dkk,
2025: 3145). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memengaruhi kapasitas organisasi pemerintah,
termasuk kebijakan efisiensi anggaran, akan memiliki konsekuensi terhadap kualitas pelayanan yang
diterima masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang berpotensi
menurunkan kualitas pelayanan publik karena berkurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk
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mendukung operasional organisasi. Pandangan tersebut muncul karena pelayanan publik pada dasarnya
membutuhkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung
lainnya agar dapat berjalan secara optimal. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dampak efisiensi
anggaran terhadap kualitas pelayanan publik tidak selalu bersifat negatif. Implikasi yang muncul sangat
bergantung pada kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam melakukan adaptasi terhadap
perubahan lingkungan yang dihadapi.

Organisasi yang mampu beradaptasi secara efektif akan tetap mampu menjalankan fungsi utamanya
meskipun menghadapi tekanan atau keterbatasan dari lingkungan eksternal. Hal ini berarti bahwa kualitas
pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki organisasi, tetapi
juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Dengan kata lain,
keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi
oleh kapasitas adaptif organisasi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran (Hikmah, dkk, 2026:
916).

Salah satu implikasi positif yang muncul dari strategi adaptasi adalah meningkatnya efisiensi proses
pelayanan publik. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pengurangan tahapan birokrasi yang tidak
diperlukan, serta penataan ulang proses kerja memungkinkan pelayanan diberikan dengan lebih cepat dan
efektif. Sebelum diterapkannya berbagai strategi adaptasi, banyak pelayanan publik yang masih
menghadapi persoalan berupa prosedur yang panjang, birokrasi yang berlapis, serta penggunaan sumber
daya yang kurang efisien. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan kurang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui strategi adaptasi yang tepat, pemerintah daerah dapat
mengurangi berbagai hambatan administratif sehingga pelayanan menjadi lebih sederhana, mudah
diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik juga memberikan implikasi yang
sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Transformasi digital memungkinkan berbagai
layanan pemerintahan dilakukan secara elektronik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa
harus datang secara langsung ke kantor pemerintah (Salman, 2024: 63). Digitalisasi pelayanan tidak hanya
meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya
administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks
ini, strategi adaptasi melalui pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat
menjadi pendorong bagi organisasi untuk mengembangkan sistem pelayanan yang lebih modern dan
efisien.

Selain meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan, strategi adaptasi juga berimplikasi pada
peningkatan responsivitas organisasi publik. Organisasi yang adaptif cenderung memiliki kemampuan
yang lebih baik dalam mengenali perubahan kebutuhan masyarakat dan meresponsnya secara cepat
(Garmana, 2025: 54). Kemampuan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan
masyarakat yang semakin dinamis dan tuntutan pelayanan yang terus meningkat. Melalui berbagai inovasi
pelayanan yang dikembangkan, pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat tanpa harus bergantung pada peningkatan anggaran secara terus-menerus. Dengan
demikian, adaptasi organisasi dapat memperkuat kemampuan birokrasi dalam memberikan pelayanan
yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik (Seran,dkk, 2022: 15).

Implikasi lainnya adalah meningkatnya efektivitas tata kelola pelayanan publik. Strategi adaptasi
yang dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, integrasi layanan, dan pemanfaatan
data berbasis teknologi memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi
(Salman, 2024: 65). Integrasi layanan dapat mengurangi duplikasi program dan tumpang tindih
kewenangan yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Akibatnya, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih jelas, dan lebih terintegrasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi adaptasi tidak hanya berpengaruh terhadap aspek teknis
pelayanan, tetapi juga terhadap kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, hasil kajian juga menunjukkan bahwa strategi adaptasi tidak selalu menghasilkan
implikasi positif apabila tidak didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Keterbatasan sumber
daya manusia, rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya dukungan teknologi, serta lemahnya
kepemimpinan organisasi dapat menghambat keberhasilan proses adaptasi (Salman, 2024: 63). Pada
kondisi demikian, kebijakan efisiensi anggaran justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik
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karena organisasi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penyesuaian secara efektif.
Oleh sebab itu, adaptasi organisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan prosedur atau
pengurangan anggaran, melainkan sebagai proses transformasi yang membutuhkan dukungan sumber
daya dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Selain itu, terdapat risiko bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak pada berkurangnya
dukungan operasional terhadap pelayanan publik apabila dilakukan secara tidak proporsional.
Pengurangan anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dapat mengakibatkan
keterbatasan fasilitas pelayanan, berkurangnya kegiatan pendukung, serta menurunnya kemampuan
organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut, masyarakat berpotensi menerima
pelayanan yang kurang optimal baik dari segi kecepatan, kualitas, maupun kenyamanan pelayanan. Oleh
karena itu, strategi adaptasi harus dirancang secara hati-hati agar tujuan efisiensi anggaran tidak
bertentangan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ausat, dkk, 2025: 1).

Kualitas pelayanan publik tidak lagi diukur hanya dari kuantitas layanan yang diberikan, tetapi juga
dari kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai publik (p#blic value). Konsep ini menekankan bahwa
keberhasilan organisasi publik terletak pada kemampuannya memberikan manfaat yang nyata bagi
masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (Garmana, 2025: 54). Oleh karena
itu, strategi adaptasi yang berhasil adalah strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi
penggunaan anggaran dan penciptaan nilai publik melalui pelayanan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa implikasi strategi adaptasi terhadap kualitas
pelayanan publik bersifat multidimensional. Strategi adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian prioritas
program, optimalisasi sumber daya organisasi, transformasi digital, inovasi pelayanan, serta penguatan
koordinasi organisasi cenderung menghasilkan dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, aksesibilitas,
dan responsivitas pelayanan publik. Sebaliknya, kegagalan organisasi dalam melakukan adaptasi dapat
mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan akibat ketidakmampuan organisasi dalam mengelola
perubahan yang terjadi (Garmana, 2025: 54).

Dengan demikian, keberhasilan strategi adaptasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan
pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi
dalam mengelola perubahan, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengembangkan inovasi, serta
mempertahankan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator
penting yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan
lingkungan (Karim, dkk, 2023: 162). Semakin baik kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi,
maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di tengah dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang. Oleh karena itu, adaptasi
organisasi dapat dipandang sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang efektif,
efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mendorong
pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Strategi adaptasi yang dilakukan antara lain melalui penetapan prioritas program dan
kegiatan, optimalisasi sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan,
serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa
keterbatasan anggaran tidak selalu menjadi penghambat bagi penyelenggaraan pemerintahan, melainkan
dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi.

Strategi adaptasi yang diterapkan pemerintah daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap
kualitas pelayanan publik. Adaptasi yang dilakukan secara tepat mampu meningkatkan efisiensi pelayanan,
memperluas akses layanan, dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
keberhasilan adaptasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber
daya, mengembangkan inovasi, dan mempertahankan orientasi pelayanan publik sehingga tujuan efisiensi
anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan dapat dicapai secara seimbang.
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